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	Salah satu jenis tindak kejahatan yaitu tindak pidana pembunuhan, dahulu pelaku tindak pidana pembunuhan hanya semata-mata hanya akan membunuh korbanya saja dan menyembunyikan jasad korbanya disuatu tempat, tetapi sekarang pelaku tindak pidana pembunuhan tidak hanya membunuh korbanya saja tetapi pelaku memutilasi tubuh korbanya menjadi beberapa bagian.
	Penelitian ini betujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi. Jenis penelitian merupakan penelitian kepustakaan dan pedekatan yang digunakan yaitu pendekatan normative. Sumber data penelitian ini yaitu dari data sekunder.
	Hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana disertai mutilasi ini, seperti faktor eksternal maupun internal pada pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi. Pelaku tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi dijatuhi hukuma pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, karena dalam undang-undang masih belum diatur secara khusus mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi ini.
	Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yan membutuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
Kata Kunci : Pembunuhan, Pembunuhan Mutilasi
ABSTRACT
	One type of crime is the crime of murder, in the past the perpetrator of the crime of murder would only kill the victim and hide the victim's body somewhere, but now the perpetrator of the crime of murder not only kills the victim but the perpetrator mutilates the victim's body into several parts.
	This study aims to determine what factors influence a person to commit a crime of murder by mutilation. This type of research is library research and the approach used is a normative approach. The data source of this research is secondary data.
	The results of this study there are several factors that influence a person to commit a crime accompanied by this mutilation, such as external and internal factors in the perpetrators of the crime of murder accompanied by mutilation. The perpetrators of the crime of murder accompanied by mutilation are sentenced to criminal penalties in accordance with Article 340 of the Criminal Code, because the law has not specifically regulated the crime of murder with mutilation.
	Based on the results of this study, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.
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	Dunia sudah sangat berkembang terutama dalam bidang teknologi, setiap Negara seakan-akan berlomba untuk terus menerus mengembangkan teknologi yang sudah ada maupun menciptakan sebuah teknologi yang baru. Seiring dengan berkembangnya teknologi itupun kemudian kebutuhan masyarakat tentunya semakin bertambah. Akibat dari perkembangan teknologi itu kemudian masyarakatpun berlomba-lomba supaya dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Namun sangat disayangkan, tak sedikit masyarakat yang menghalalkan segala cara demi untuk memenuhi kebutuhanya. Berbagai kejahatan dilakukan oleh sebagian orang untuk mencukupi kebutuhnya, seperti mencuri, perampokan, begal bahkan sekarang ini tak jarang pelaku kejahatan melakukan pembunuhan terhadap korbannya supaya menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan pelaku. Kasus  pembunuhan sendiri sekarang ini, pelaku tidak hanya membunuh korbannya saja yang kemudian dibuang atau disembunyikan disuatu tempat akan tetapi sekarang terdapat cara atau metode baru yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yaitu dengan memutilasi korbanya, memutilasi yaitu memotong beberapa bagian tubuh korban kemudian biasanya beberapa potongan bagian tubuh korban tersebut diletakkan pada tempat terpisah sehingga mempersulit pihak  berwajib menemukan jejak pelaku kejahatan tersebut.
	Pelaku tindak pidana seperti pencuri, pembunuh, dan lain-lain adalah penyimpangan sosial karena tindakannya merugikan orang lain. Pelaku tindak pidana seolah-olah menunjukkan kemerosotan dan kemunduran dalam moralitas yang mengakibatkan pelaku seakan tidak merasa takut terhadap sanksi hukuman yang dijatuhkan. Inti dari kemunduran tersebut adalah kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Salah satunya yang mengalami perkembangan adalah tindak pidana pembunuhan. Sekarang ini dalam kasus pembunuhan, pelaku tidak hanya membunuh korban saja akan tetapi pelaku dengan tega malakukan mutilasi pada korban. Mereka sudah tidak lagi memperdulikan hak asasi manusia untuk hidup. 
	Kasus pembunuhan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, dengan latar belakang siapa saja, tidak juga melihat kelas sosial pelaku. Dilihat dari segi usia pelaku tindak pidana dapat siapa saja, baik tua, remaja atau bahkan anak dibawah umur. Terkait dengan hubungan antara usia dan kejahatan, seorang Sosiolog, bernama Marvin Wolfgang pernah melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa usia muda memang lebih rentan melakukan atau terdorong ke dalam tindak kejahatan atau kriminalitas.​[1]​ Sosiologis merupakan ilmu yang berupaya mengungkap realitas sosial dan berbagai permasalahan sosial yang muncul dan berkembang di masyarakat. Tentu dalam kasus pembunuhan ini tidak hanya disebabkan oleh aspek sosiologis saja tetapi juga dapat disebabkan karena aspek psikologis maupun aspek biologis. Banyak faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi seperti masalah ekonomi, dan balas dendam. Seperti contoh yang belum lama ini terjadi di Jakarta, tepatnya di kawasan Kalibata City. Dalam kasus ini yang terjadi adalah pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh seorang sepasang kekasih, kejadianya bermula saat sepasang kekasih tersebut dengan sengaja menjebak korbanya dengan menggunakan aplikasi tinder yang kemudian untuk melancarkan aksinya tersangka LAS menyewa sebuah apartemen di Jakarta Pusat kemudian di apartemen tersebutlah kedua tersangka menghabisi nyawa korban dan memutilasinya, Jenazah korban kemudian disimpan terlebih dahulu di Apartemen Kalibata City (​https:​/​​/​prfmnews.pikiran-rakyat.com​/​tag​/​Apartemen%20Kalibata%20City​), rencananya, kedua tersangka menguburkan jasad korban di sebuah rumah yang mereka sewa, namun keduanya berhasil ditangkap sebelum melakukan aksinya tersebut.. Menurut Irjen Polisi Nana Sudjana yang menyelidiki kasus tersebut, bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya pembunuhan ini yaitu faktor ekonomi, terdakwa kasus tersebut bersekongkol dengan terdakwa lainya untuk menguasai harta benda korban.​[2]​ Dari contoh kasus ini dapat dilihat bahwa pembunuhan mutilasi dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan alasan atau faktor apa saja. Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat betapa sadisnya dan sangat tidak manusiawi perbuatan tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi ini.
	Kasus pembunuhan dengan memutilasi korban ini belum diatur dalam undang-undang. Sementara ini kasus tersebut masuk kedalam pasal pembunuhan biasa ataupun pasal pembunuhan berencana, melihat bagaimana motiv pelaku dalam melakukan aksi pembunuhan tersebut. Pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara”. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini yaitu dengan sengaja, menghilangkan nyawa seseorang.  Namun pada banyak kasus, kasus pembunuhan dengan cara memutilasi korbannya sering dijerat melalui pasal 340 KUHP yang dapat disimpulkan unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yakni barangsiapa yang sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kemudian pertanggungjawabannya dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun. Perbedaan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP yaitu, pada pasal 338 menjelaskan mengenai pembunuhan biasa, pada pembunuhan biasa dalam pengambilan keputusan dan pada pelaksanaan perbuatan merupakan satu kesatuan, sedangkan dalam pasal 340 KUHP merupakan pasal yang menjelaskan mengenai pembunuhan berencana, dimana sebelum dilakukanya perbuatan tersebut pelaku telah merencanakan terlebih dahulu perbuatanya guna memperlancar atau mempermudah pelaku dalam pelaksanaan perbuatanya. Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebuh dahulu. Direncanakan disini yaitu dengan mempersiapakan alat yang akan digunakan pelaku, cara atau metode atau cara yang akan digunakan untuk membunuh korban, waktu pembunuhan dan juga lokasi pelaku akan melakukan perbuatanya terhadap korban. Menurut Sianturi Hukum pidana adalah dari hukim positif yang berlaku disuatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk yang memuat dasar - dasar dan ketentuan - ketentuan mengenai tindakan yang dilarangan atau tindakan kekerasan yang kepada pelanggarnya dikenai ancaman pidana. 
Perumusan hukum pidana juga mencakup hukum lain yaitu hukum pidana adat, yang bertujuan mengadakan keseimbangan diantara berbagai kepentingan atau keadilan.​[3]​
		Dari uraian diatas maka penulis barmaksud melakukan penelitian mengenai “Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi”
B.	Rumusan Masalah
1.	Bagaimana kejahatan terhadap nyawa seseorang diatur dalam hukum positif Indonesia?
2.	Apa faktor penyebab tindak pidana pembunuhan  disertai mutilasi?

C.	Tujuan Penelitian 
1.	Untuk mengetahui aturan hukum mengenai kejahatan terhadap nyawa seseorang yang diatur dalam hukum positif Indonesia.
2.	Untuk mengkaji faktor penyebab tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi.

D.	Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut :
1)	Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat di bidang hukum pada umumya, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan terhadap nyawa.

2)	Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan (S1)  bidang hukum di  Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

E.	Tinjauan Pustaka
	Penelitian dengan tema tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Untuk memberikan gambaran posisi penelitian ini di hadapan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, berikut peneliti ilustrasikan 3 (tiga) penelitian terkait :
1.	Analisis Tindakan Pembunuhan dengan Cara Mutilasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia yang ditulis oleh Saudari Ria Hartati. Hasil penelitian ini menghasilkan analisis mengenai sistem hukum yang mengatur mengenai kasus pembunuhan mutilasi pada suatu daerah.​[4]​
2.	Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif) yang ditulis oleh saudari Lina Irawati Kusumaningrum. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan pembunuhan dengan cara mutilasi.​[5]​
3.	Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi yang Dilakukan oleh Aggota TNI (Studi Putusan Nomor : 220-K/PM.III-12/AD/XI/2010/PM.Surabaya) yang ditulis oleh saudari Dian Claudia Manik. Analisis ini membahas mengenai pertimbangan yang dilakukan hakim dalam memutus sebuah perkara kejahatan dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota TNI dan juga mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan mutilasi.​[6]​




Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data sekunde dimana data yang diperoleh yaktu dengan melalui penelusuran dokumen.​[7]​
2.	Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yaitu meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).​[8]​  Pendekatan ini juga biasanya disebut dengan  pendekatan kepustakaan yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dan buku-buku yang sudah ada dan bisa juga menggunakan undang-undang.
3.	Sumber Data
Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang merupakan data yang sudah tersedia sehingga hanya mencari dan mengumpulkanya saja.​[9]​ Dalam data sekunder ini peneliti menggunakan beberapa putusan kasus yang telah inkrah yaitu :
	Putusan No. 116/Pid.B/2019/PN BMS
	Putusan No. 377 K/PID/2017
	Putusan No. 44/Pid.B/2014/PN Srp
4.	Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara terhadap anggota POLRI dan juga terhadap Jaksa. Selain itu juga metode yang digunakan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan atau library research. Penelitian dokumen atau kepustakaan adalah Penelitian jenis menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.​[10]​

5.	Metode Analisis Data




Rencana laporan penelitian ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan. Keempat bab tersebut sebagai berikut :
	BAB I : Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
	BAB II : Berisi mengenai (a) tinjauan umum tentang pembunuhan, (b) tinjauan umum mengenai tindak pidana dan unsur tindak pidana
	BAB III : Dalam BAB ini berisi (a) pembahasan mengenai kejahatan tindak pidana terhadap nyawa seseorang diatur dalam hukum positif Indonesia (b) pembahasan mengenai faktor penyebab tindak pidana pembunuhan  disertai mutilasi.






A.	Tinjauan Umum Mengenai Pembunuhan
1.	Pengertian Pembunuhan
	Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.​[12]​ Arti dari pembunuhan berasal dari kata bunuh yang memiliki arti mematikan atau menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh merupakan orang atau alat yang digunakan untuk membunuh dan pembunuhan artinya perkara membunuh atau perbuatan atau hal membunuh. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain.​[13]​ Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (doodslage), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh akibat dari perbuatan manusia yang lain. Dapat disimpulkan bahwa  pembunuhan merupakan perampasan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain yang berakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan yang di sebabkan karena ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakan tubuh.​[14]​ Pembunuhan didalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.​[15]​ 
	Biasanya pelaku tindak pidana pembunuhan sebelum melakukan aksinya, pelaku akan merencanakan perbuatanya terlebih dahulu supaya pelaku dapat mencapai tujuanya. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang cukup serius, dalam KUHP dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu akan dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi pembunuhan merupakan tindak pidana yang dapat terjadi kerena kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Berbeda dengan pembunuhan yang terjadi dengan rencana terlebih dahulu, apabila perbuatan tindak pidana tersebut direncanakan terlebih dahulu sudah dipastikan bahwa perbuatan tersebut merupakan kesengajaan. Berikut ini merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa atau nyawa orang lain menurut Satochid Kartanegara, terdiri dari :
1)	Pembunuhan dengan sengaja atau pembunuhan biasa (doodslog).
2)	Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Moord).
3)	Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4)	Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.​[16]​
		Sekarang ini dalam kasus pembunuhan pelaku tidak lagi hanya membunuh korbanya saja, akan tetapi pelaku tak jarang melakukan mutilasi kepada krobanya guna menghilangkan jejak atau mempersulit penyidikan oleh pihak yang berwajib. Perspektif kriminologis menguraikan bahwa kejahatan kekerasan diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau sebuah ancaman yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasakan rasa takut, merasa kesakitan, menderita luka fisik bahkan tidak sedikit yang berujung pada kematian. Tindak pidana kekerasan memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan menjadi lebih menarik perhatian masyarakat umum, apabila disertai dengan mutilasi. Dalam KUHP mutilasi sendiri tidak dijelaskan. Pemahaman mutilasi lebih dikenal dalam perspektif budaya. Di Indonesia juga terdapat praktek mutilasi, yaitu memenggal kepala musuh dikalangan suku Dayak, dengan tujuan mengambil kekuatan dari korban (menganyau). Praktik mutilasi yang terdapat pada suku Dayak ini, memiliki kesamaan dengan praktik mutilasi suku Indian di Amerika, yaitu menguliti kepala musuh yang dikalahkan.​[17]​ 
		Seiring berjalanya waktu, perbuatan mutilasi tidak hanya ditemukan dalam suatu kebudayaan saja. Melaikan dalam modus operandi kejahatan. Tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi merupakan salah satu tindak kejahatan karena pengaruh perkembangan jaman, tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindakan yang cukup sadis karena objek kejahatanya adalah manusia baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak bernyawa. Pelaku melakukan tindakan ini dilakukan untuk mengelabui pihak kepolisian serta mempersulit pencarian korban dan identitas korban. Di Indonesia sendiri mutilasi mesuk kedalam jenis kejahatan pembunuhan. Menurut beberapa ahli tindak pidana, tindak pidana ini cenderung terjadi apabila keadaan psikis seseorang terganggu dimana pelaku cenderung mengalamai gangguan kejiawaan. Sedangkan ahli tindak pidana lain menjelaskan bahwa kejahatan memutilasi tubuh seseorang merupakan kejahatan susulan yang dari sebuah kejahatan pembunuhan yang dilakukan guna menghilangkan jejak korban dan mempersulit identifikasi korban.
2.	Peraturan Hukum yang Mengatur Mengenai Pembunuhan
		Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai berbagai bermacam tindak pidana yang diatur dalam buku kedua mulai dari Pasal 104 KUHP sampai dengan Pasal 488 KUHP. Salah satunya yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan, dari pengertian pembunuhan tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, selain itu juga di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP hingga pasal 350 KUHP.​[18]​  Ketentuan pidana dimaksud yaitu terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut : Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.​[19]​ Jadi dalam pasal tersebut bahwa unsur-unsur pidananya yaitu :
1)	Barang siapa 
2)	Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu.
3)	Merampas nyawa seseorang.
		Delik ini merupakan delik khusus dari delik pembunuhan biasa atau pembunuhan yang umum seperti yang dijelaskan pada Pasal 338 KUHP yaitu yang berbunyi :​[20]​ 
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.”
Hakekat pada tindak pidana pembunuhan  adalah dengan sengaja merampas nyawa seseorang, akan tetepai adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan bukan dari hakekat-hakekatnya melaikan karena keadaan tertentu pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan atau karena objek perbuatanya. Adanya unsur sengaja apabila : unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Maksudnya adalah pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya tersebut.​[21]​ Dalam Pasal 338 tidak dijelaskan mengenai bagaimana cara seseorang merampas nyawa orang lain, akan tetapi yang terpenting disini adalah adanya seseorang yang kehilangan nyawanya akibat dari suatu perbuatan yang disengaja. Delik lain yang juga mencantumkan unsur direncanakan dan sama hal nya dengan pembunuhan adalah pasal 342 KUHP yang merumuskan : “seorang ibu yang untuk pelaksanaan suatu rencana yang ditentukan karena pengaruh ketakutan akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat kelahiran atau tidak lama setelah itu dengan sengaja merampas jiwa anak itu, karena melakukan pembunuhan anak berencana, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.” ​[22]​ Pada pasal ini hampir sama dengan Pasal 338 akan tetapi pada Pasal 342 yang dapat melakukan perbuatan tersebut hanyalah seorang ibu yang merasa malu akan ketahuan mengenai  kelahiran anaknya yang telah direncanakan terlebih dahulu dan dilakukan pada saat kelahiran si anak atau beberapa saat setelah kelahiran si anak.
3.	Unsur-Unsur Pembunuhan
Pembunuhan dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 338 yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dari pasal ini dapat dilihat unsur-unsur nya yaitu :
1)	Unsur Subjektif Dengan Sengaja
	Maksud dari unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :
a)	kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa).
b)	merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.
c)	perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.​[23]​
Zainal menggambarkan secara umum bahwa saat ini sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni :​[24]​

a)	Sengaja sebagai niat
b)	Sengaja insaf akan kepastian
c)	Sengaja insaf karena kemungkinan 
Selanjutnya Lamintang mengemukakan bahwa sengaja insaf akan kemungkinan, yaitu sebagai berikut :​[25]​ “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatannya itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang dan telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.
2)	Unsur Objektif Perbuatan Menghilangkan Nyawa
Maksud dari unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu pada keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.​[26]​ Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :​[27]​
a)	Adanya wujud perbuatan
b)	Adanya suatu kematian orang lain
c)	Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat
d)	kematian orang lain 
4.	Jenis – Jenis Pembunuhan
Tindak pidana kejahatan  pembunuhan terbagi atas beberapa jenis diantaranya yaitu sebagai berikut : ​[28]​
a)	Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP :
“Barangsiapa dengan sengaja merampan nyawa orang lain, diancam karena tindak pidana pembunuhan dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara.”
b)	Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) diatur dalam Pasal 339 KUHP yang dirumuskan : 
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memperisapkan atau mempermudah pelaksanaanya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara.”
c)	Pembunuhan yang direncanakan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.
d)	Pembunuhan anak yang telah diatur dalam Pasal 341 KUHP sebagai berikut : “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
e)	Pembunuhan atas permintaan si korban yang diatu dalam Pasal 344 KUHP yaitu sebagai berikutt : “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
f)	Memberikan dorongan seseorang untuk melakukan bunuh diri diatur dalam Pasal 345 KUHP sebagai berikut : “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
g)	Menggugurkan kandungan diatur didalam Pasal 346 KUHP yaitu sebagai berikut : “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana mengenai kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang lain dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang masing-masing sebagai berikut :​[29]​
a)	Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian yang umum, tentang kejahatan dimana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut dengan doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut moord. Doodslag telah diatur didalam Pasal 338 KUHP sedang moord  telah diatur pada Pasal 340 KUHP.
b)	Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Mengenai kejahatan ini kemudian pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang disebut dengan kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibu kandunganya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu yang disebut dengan kindermoord. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu oleh pembentuk undang-undang disebut kinderdoodslag dalam Pasal 341 KUHP kemudian ada pula jenis kejahatan yang kemudian disebut dengan kindermoorddiatur dalam Pasal 342 KUHP.
c)	Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.
d)	Kejahatan berupa kesengajaan untuk mendorong orang lain dupaya melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
e)	Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan ini oleh pembuat undang-undang telah disebut menggunakan kata afdrijving. Mengenai kejahatan ini kemudian pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis afdrijving yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik yaitu sebagai berikut  :
a.	Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
b.	Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
c.	Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
d.	Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yaitu seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

B.	Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana
1.	Pengertian Tindak  Pidana
	Beberapa ahli telah memberikan definisi mengenai tindak pidana, pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak 
pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan 
dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau 
batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak 
pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-
undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga 
memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan 
unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pemidanaan. Untuk menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam 
pidana dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah. Moeljatno 
menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno mendefinisikan 
perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat juga didefinisikan, 
yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan 
diancam pidana. Menurut Moeljatno, larangan itu ditujukan pada 
perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan 
oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan 
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.​[30]​ Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (sociologische gelding). Roeslan Saleh memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik. Sementara itu, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik. Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (strafbaar feit) yaitu kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J. Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. KUHP eks WvS dalam teks asli berbahasa Belanda 
menggunakan istilah strafbaar feit dan delict. Kedua istilah tersebut 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dikenal 
dalam kajian hukum pidana dan peraturan perundang-undangan 
dengan dengan istilah-istilah yang beragam, seperti perbuatan 
pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang 
dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-
perbuatan yang dapat dikenakan hukum. Undang-Undang Dasar Sementara pada Pasal 14 ayat (1) menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Peraturan perundang-undangan Indonesia dewasa ini menggunakan secara luas dan sebagai istilah resmi yakni tindak pidana. RUU KUHP 1999/2000 menggunakan istilah tindak pidana. Pasal 15 ayat (1) RUU KUHP memberikan batasan pengertian tindak pidana yakni, “perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan diinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.” Ruang lingkup dari perbuatan yang dikategorikan tindak pidana ini meliputi (1) perbuatan melakukan sesuatu, dalam arti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, dan (2) perbuatan berupa tidak melakukan sesuatu dalam arti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan oleh undang-undang.
Hukum Pidana Belanda masa kini menggunakan istilah 
strafbaar feit bersama dengan delict. Sementara itu, hukum pidana Anglo Saxon (negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris) 
menggunakan istilah criminal act dan offence. Konsep pemidanaan 
dalam hukum pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya 
ajaran dualislis dalam syarat-syarat pemidanaan. Hal ini terbukti 
dengan berlakunya maxim (adagium): “An act does not make a 
person guilty, unless his mind is guilty”. Berdasarkan adagium ini, 
seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya 
dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga 
mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu 
dilakukan dengan disertai kesengajaan ataupun kealpaan sementara 




	Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan 
tentang kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman 
secara akademis atau teoretis tentang pengertian dan unsur-unsur 
tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat 
pemidanaan. Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis 
ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat 
pemidanaan atau penjatuhan pidana.
	Simons merumuskan pengertian tindak pidana (strafbaar 
feit) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum.​[31]​ D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi :
1.	perbuatan orang
2.	akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3.	mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP.
Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu 
mencakup :
1.	orang yang mampu bertanggung jawab
2.	adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).




4.	unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum
5.	unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi.
6.	unsur melawan hukum.
		Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara 
singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah​[32]​ :
1.	perbuatan dalam arti yang luas dari manusia 
2.	sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif)
3.	dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4.	diancam dengan pidana.










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.	Tindak Pidana Terhadap Nyawa Seseorang Diatur Dalam Hukum Positif Indonesia 
	Seiring dengan kehidupan manusia yang mulai sangat berkembang, tindak kejahatan pembunuhanpun mengalami perkembangan dalam pelaksanaan. Sekarang ini dalam kasus kejahatan tindak pidana pembunuhan, pelaku tidak lagi hanya melakukan pembunuhan kepada korbanya saja akan tetapi sekarang pelaku juga memutilasi korbanya dengan tujuan untuk menghilangkan jejak atas perbuatan pelaku selain itu juga tujuan pelaku memutilasi korbanya yaitu guna mempersulit proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Dengan berkembangnya tindak kejahatan pembunuhan yaitu dengan memutilasi korbanya maka dalam penegakan hukumnya pun mengalami perkembangan juga. Namun pmberian hukuman pada pelaku tindak kejahatan pembunuhan dengan mutilasi tidak mudah. Tidak sedikit yang masih bingung apakan pembunuhan dengan mutilasi ini masuk kedalam pembunuhan biasa atau masuk kedalam pembunuhan berencana, mengingat mutilasi merupakan cara pelaku menghilangkan bukti atas perbuatanya.
	Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa sesorang dengan cara melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang tidak manusiawi. Berikuat merupakan macam-macam pembunuhan :
1.	Pembunuhan Disengaja (Doodslag)
	Pembunuhan disengaja adalah pelaku melakukan suatu perbuatan dan pelaku menghendaki bahwa akibat dari perbuatanya itu yaitu hilangnya nyawa seseorang. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk melakukan pembunuhan yaitu suatu benda atau alat yang digunakan dalam melakuka pembunuhan seperti senjata tajam, senjata api atau sejenisnya.
	Pembunuhan ini termasuk kedalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja menghilankan nyawa seseorang, diancam dengan pidana pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun penjara”.  Karena tidak dirumuskan secara tegas, perbuatan itu mengandung arti setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain, seperti mencekik, menembak, menikam, meracuni dan memukul asal perbuatan itu dilakukan secara sengaja maka perbuatan itu adalah pembunuhan.​[34]​  Adapun unsur-unsur pembunuhan disengaja, yaitu :
1)	Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup.
2)	Kematian yang terjadi adalah akibat dari perbuatan si pelaku.
3)	Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.
2.	Pembunuhan Berencana (Moord)
	Pembunuhan ini hampir sama dengan pembunuhan sengaja hanya saja yang membedakanya yaitu pada pembunuhan sengaja dilakukan pada saat timbulnya niat, akan tetapi pembunuhan berencana dilakukan setelah timbulnya niat kemudian menyusun atau menyiapkan rencana-rencana guna mempermudah pelaksaan dari niat tersebut. Jangka waktu pada saat pelaku timbul niat dan pelaksaan bisa dikatakan cukup luang sehingga pelaku dapat berpikir apakah pelaku akan melakukan niatnya untuk membunuh korbanya atau tidak. 
	Dalam kasus ini termasuk dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi, “barangsiapa dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu menghilankan nyawa seseorang, diancam dengan pidana pembunuhan berencana, dan dijatuhi pidana mati, atau pidana seumur hidup atau dengan jangka waktu paling lama 20 tahun penjara”
3.	Pembunuhan Karena Kesalahan 
	Dalam pembunuhan ini tidak ada sama sekali unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan tetapi perbuatan ini terjadi karena kelalaian atau kurang kehati-hatian pelaku. Seperti contoh, pada saat seseorang sedang menebang pohon kemudian pohon yang tumbang tersebut tidak sengaja mengenai seseorang yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya.
		KUHP masih memasukan pembunuhan mutilasi kedalam pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dilihat dari kasusnya apakah pelaku memutilasi korbanya dengan direncakan terlebih dahulu atau secara spontan. Dalam KUHP tindakan perampasan nyawa seseorang diatur dalam buku ke II bab XIX dari pasal 338 hingga pada pasal 350. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat beberapa jenis kejahatan terhadap nyawa, antara lain :
a)	Pembunuhan Biasa
Kajahatan pembunuhan biasa ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa seseorang, diancam dengan pidana pembunuhan, dengan pidana penjara maksimal lima belas tahun penjara”.  Yang termasuk dalam pembunuhan ini contohnya, seorang suami yang memergoki istrinya yang sedang berzinah dengan laki-laki lain, mengetahui hal itu maka kemudian suami membunuh istrinya dan laki-laki yang berzinah dengan istrinya tersebut. Sedangkan padal Pasal 340 yaitu “barangsiapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa seseorang, diancam dengan pembunuhan  berencana, dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun penjara”
b)	Pembunuhan dengan Pemberatan
Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 yang berbunyi “pembunuhan yang diikuti, disertai, didahulu perbuatan pidana, dengan tujuan untuk memperlancar tindakanya, atau apabila tertangkap tangan, untuk melindungi dirinya atau pesertanya dari hukuman, atau supaya barang yang didapatkanya dengan melawan hukum tetap berada digengamnya, maka dipidana dengan pidana seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun penjara. 
		Perbedaanya pasal ini dengan Pasal 338 adalah terdapat kata “disertai, diikuti dan didahului”. Dalam kata “disertai” artinya pembunuhan tersebut dilakukan untuk mempermudah pelaku melakukan kejahatan lainya, misalnya pelaku akan merampok sebuah rumah yang sedang ditinggalkan penghuninya akan tetapi rumah tersebut terdapat penjaga yang menjaga rumah tersebut, maka untuk mempermudah perbuatanya kemudian pelaku membunuh penjaga tersebut. Kemudian kata “diikuti” artinya pembunuhan ini dilakukan untuk mempersiapkan dilakukanya kejahatan lain. Sedangkan dalam kata “didahului” yaitu didahului kejahatan lain atau menjamin agar pelaku kejahatan kegiatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh  dari kejahatan. 

c)	Pembunuhan Berencana
Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa seseorang, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun penjara”.
Mengenai kesengajaan tidak ada arti dalam KUHP. Lain hal nya dengan KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 ditentukan : Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahi dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Dalam Memorie van Teolicting swb (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.​[35]​
d)	Pembunuhan Bayi oleh  Ibunya (kinder-doodslag)
Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 341 yang berbunyi “seorang ibu yang karena takut akan kelahiran anaknya atau sesaat setelah dilahirkanya dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya itu dipidana kerana pembunuhan anak dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara.” Unsur yang terdapat pada pasal ini yaitu seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat dilahirkan atau sesaat setelah dilahirkan. Sedangkan unsur terpenting dalam pasal tersebut yaitu perbuatan si ibu harus didorong oleh suatu alasan atau motiv, yaitu karena takut akan kelahiran anaknya diketahui oleh orang lain. Jadi pasal ini hanya berlaku pada seorang ibu yang membunuh anak kandungnya pada saat anak itu dilahirkan atau sesaat setelah anak itu dilahirkan. Apabila yang terjadi seorang ibu membunuh anak yang telah lama dilahirkan maka tidak termasuk kedalam pasal ini, melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP yaitu tentang pembunuhan biasa.
e)	Pembunuhan Bayi oleh Ibunya secara Berencana (Kinder-Moord)
Pembunuhan seperti ini diatur dalam pasal 342 yang berbunyi “seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang telah ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan seorang anak, pada saat anak itu dilahirkan atau sesaat setelah dilahirkan kemudian membunuh anak itu, maka diancam karena pembunuhan anak dengan rencana, dengan pidana paling lama sembilan tahun penjara”. Perbedaan antara pada Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP yaitu hanya pada Pasal 342 KUHP dijelaskan bahwa pembunuhan dilakukan setelah direncanakan terlebih dahulu. Jadi seorang ibu yang karena takut ketahuan akan kelahiran anaknya kemudian si ibu berencana membunuh si anak dengan telah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membunuh di anak dan rencana-rencana yang akan digunakan untuk mempermudah melakukan pembunuhan kepasa si anak.
f)	Pembunuhan atas Permintaan Sendiri
Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi “barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut yang jelas dinyatakan dengan sepenuh hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Unsur khusus dalam pasal ini yaitu adanya permintaan yang jelas dan tegas dari seseorang untuk membunuhnya, tetapi apabila permintaanya tidak tegas atau jelas maka pembunuhan yang terjadi tidak termasuk kedalam Pasal 344 KUHP ini melainkan masuk kedalam Pasal 338 KUHP yang merupakan pembunuhan biasa.
g)	Penganjuran untuk Bunuh Diri
Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana, maka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”. Yang dilarang dalam pasal ini yaitu dengan sengaja menganjurkan atau memberi saran kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri atau memberi sarana untuk seseorang melakukan bunuh diri dan baru dapat dipidana apabila orang yang diberi sarana atau diberi dorongan untuk bunuh diri melakukan bunuh diri hingga mengakibatkan kehilangan nyawa karenanya.

		Sasaran yang dituju dalam tindak pidana adalah “orang” atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini ditujukan kepada subjek hukum pidana. Menurut Muladi dan Barda N. Arief, pengertian subjek pidana meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan perbuatan pidana, dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subejek hukum pidana melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. ​[36]​
		KUHP belum mengatur secara khusus mengenai pembunuhan mutilasi. Selain itu, di Indonesia juga belum mengatur secara khusus mengenai mutilasi. Dalam hal ini ruang lingkup mutilasi adalah memotong-motong bagian tubuh seseorang yang sudah mati menjadi beberapa bagian. Mutilasi dengan korban yang dikategorikan dalam penganiayaan berat berencana, jika penganiayan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka dalam penjatuhan hukuman dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Jika penganiayaan tidak mengakibatkan kematian seseorang maka dijatuhi hukuman seperti tertuang dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi “penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.​[37]​ Apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan matinya seseorang maka sanksinya dilihat dari tujuan pelaku. Apabila tujuan pelaku memang melakukan penganiayaan untuk membunuh korbanya maka pelaku diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana pembunuhan berencana dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun penjara”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hukumanya adalah hukuman mati yang merupakan hukuman yang paling berat di Indonesia yang kemudian pidana seumur hidup dan pidana penjara paling lama yaitu dua puluh tahun penjara yang merupakan hukuman penjara terberat atau paling lama di Indonesia. 
		Dari rumusan Pasal 340 KUHP terdapat unsur-unsur yang terdiri dari :
a.	Unsur Subjektif
1)	Dengan Sengaja
		Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan dengan “dengan sengaja” (Opzetilijk) menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin dan petindak (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya.​[38]​ Kesengajaan adalah apa yang diketahui atau apa yang dikehendaki seseorang untuk melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam tindak pidana.
2)	Dengan Rencana Terlebih Dahulu
	Mr. MH. Tirtaatmaja mengutarakan “direncanakan terlebih dahulu”  antara lain sebagai berikut :​[39]​ “bahwa ada jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”. Dalam tenggang waktu itu masih ada kesempatan antara akan melaksanakan niatnya tersebut atau membatalkan niatnya tersebut. Apabila kehendaknya atau niatnya sudah bulat pelaku masih memiliki waktu untuk mimikirkan apa alat yang akan digunakan, bagaimana supaya dapat menghilangkan jejak, bagaimana cara untuk menghindari dari tanggungjawabnya.




1)	Perbuatan : menghilanglan nyawa
2)	Objeknya  : nyawa orang lain
Mengenai seseorang dikatakan telah mati ada yang berpendapat bahwa dihitung sejak semua  bagian otak sudah tidak lagi merespon terhadap rangsangan dari luar.
		Secara sederhana, tindak pembunuhan dengan mutilasi dikaitan dengan Pasal 338 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa seseora, diancam dengan pidana pembunuhan dengan dijatuhi pidana paling lama lima belas tahun penjara”. Mutilasi sendiri memenuhi unsur sebab akibat dalam pasal ini, sebab yaitu perbuatan pembunuhan dan akibat yaitu hilangnya nyawa seseorang. Apabila perbuatan pembunuhan dilakukan secara sadar dan memang dilakukan untuk menghilangkan nyawa korban dengan  terlebih dahulu memikirkan cara-cara yang akan dilakukan untuk membunuh korbanya maka dalam kasus ini berkaitan dengan Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana (Moord). 
		Menurut keterangan dari Bapak Muhamad Amirudin, SH​[40]​ kasus pembunuhan selain diatur didalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP diatur juga dalam Pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan yang berbunyi “jika mengakibatkan matinya seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Untuk pembunuhan mutilasi sendiri merupakan faktor pemberat dari tindak kejahatan pembunuhan. Menurut beliau pemberian sanksi pidana berupaka hukuman mati juga dirasa cukup pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan dengan disertai mutilasi, mengingat  didalam Pasal 340 dijelaskan bahwa dalam kasus pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu saja sanksi pidanaya berupa hukuman mati apalagi dilakukan dengam cara memutilasi korbanya, itu menjadi faktor pemberat lagi sehingga pemberian sanksi hukuman mati pada pelaku tindak kejahatan pembunuhan dengan mutilasi sangat memungkinkan terjadi melihat bagaimana motiv pelaku dalam melakuka tindakannya tersebut. Brigadir Kepala Andi Febriyanto selaku Ba Penmas Subbaghumas POLRES Tegal​[41]​ juga berpendapat  bahwa berat nya suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi yaitu dilihat dari bagaimana kronologi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh palaku. Sehingga dalam hal ini aparat penegak hukum harus jeli dalam memberikan hukuman pada pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi.

B.	Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Mutilasi 
	Tindak pidana pembunuhan merupakan delik materiil yaitu dapat
dianggap telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana jika telah
menimbulkan akibat. Dalam tindak pidana pembunuhan akibat yang
dimaksud adalah matinya seseorang karena perbuatan pelaku. Jika akibat
dari perbuatan pelaku tersebut belum terjadi, yaitu matinya korban maka
tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan.
		Tindakan pidana merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Tindakan pidana merupakan perilaku yang dianggap penyimpang baik dilakukan oleh kelangan masyarakat kecil maupun dilakuka oleh kalangan elit. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana ini yaitu banyak masyarakat yang merasa dirugikan bahkan dapat pula mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Disetiap Negara pasti memiliki masalah tindak pidana, sekalipun di Negara maju. Hal ini membuktikan bahwa tindakan pidana tidak hanya terjadi di Negara yang miskin dan Negara berkembang saja tetapi juga terjadi di Negara maju sekalipun. Tidak terkecuali Indonesia, Indonesia merupakan Negara berkembang yang jelas tingkat tindak pidananya cukup tinggi. Tingkat tindak pidana di Negara berkembang  cukup tinggi mengingat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakatnya. Dibandingkan dengan Negara maju kenaikan tingkat kejahatanya masih tampak wajar. Mengingat di Negara maju kondisi perekonomianya sudah lebih baik dan juga tingkat kesadaran hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan Negara berkembang.
		Salah satu tindak pidana adalah mutilasi. Pembunuhan dengan mutilasi adalah salah satu tindak pidana yang menimbulkan ketakutan di masyarakat mengingat biasanya dalam kasus pembunuhan mutilasi bagian-bagian tubuh korbanya disembunyikan ditempat-tempat yang berbenda sehingga mempersulit proses identifikasi. Berikut merupakan contoh kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi di beberapa daerah :
1)	Kasus pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi di Kota Bandung. Dalam kasus ini dijelaskan bahwa terdakwa Deni Priyanto Als Goparin Bin Yanwili Mewengkang dan korban Komsatun Wachidah merupakan sepasang kekasih, akan tetapi terdakwa memiliki hutang dengan korban. Suatu hari terdakwa diminta korban untuk melunasi hutangnya dan korban meminta segera dinikahi oleh terdakwa. Kemudian terdakwa berjanji kepada korban akan melunasi hutangnya akan tetapi terdakwa tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya. Karena itu terdakwa timbul niat untuk membunuh korban. Terdakwa kemudian membeli beberapa benda tumpul dan beberapa plastik dan semua yang terdakwa butuhkan guna melancarkan niatnya tersebut. Kemudian hari berikutnya terdakwa menghubungi korban untuk mendatangi terdakwa di tempat kos terdakwa. Setelah itu terdakwa membunuh korban sesuai dengan rencana yang telah terdakwa buat, kemudian terdakwa memotong-motong tubuh korban menjadi beberapa bagian dan memasukan bagian-bagian tubuh korban dalam plastik yang telah disiapkan terdakwa sebelumnya.​[42]​
	Dari kasus ini terdakwa di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang ke satu, primer : melanggar Pasal 340 KUHP dan subsidair Pasal 338 KUHP lebih subsidair didakwa dengan Pasal 355 ayat (2) KUHP  dan yang ke dua didakwa dengan Pasal 181 KUHP dan yang ke tiga didakwa dengan Pasal 362 KUHP. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pembunuhan mutilasi, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane menyatakan beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan pembunuhan mutilasi yaitu:
	Tersangka merasa sakit hati terhadap korbanya
	Tersangka marasa panik mengetahui korbanya telah meningal
	Pelaku memiliki ganggu kejiwaan sehingga pelaku tidak sadar akan yang diperbuatnya.
Menurut penulis dalam kasus ini seperti yang dijelaskan bahwa terdakwa sebelumnya telah merencanakan terlebih dahulu  berbuatan memutilasi korban tersebut sehingga pelaku melakukan mutilasi korbanya dengan keadaan sadar. Penyebab terdakwa melakukan pembunuhan kepada korbanya yaitu faktor utamanya dikarenakan korban menagih hutangnya kepada terdakwa yang pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk melunasi hutangnya kepada korban sehingga timbulah keinginan terdakwa untuk membunuh korban dan merencanakan pembunuhan korban dengan memutilasi korban supaya menghilangkan jejek perbuatan terdakwa.
2)	Kasus pembunuhan dengan mutilasi yang terjadi di daerah Kalimantan. Dalam kasus ini terdakwa Petrus Bakus melakukan pembunuhan kepada kedua anaknya yaitu Fabianus Asa Arbain dan Amora Asa Briggita. Menurut keterangan pelaku, pelaku melakukan perbuatan tersebut lantaran ingin mensucikan diri keluarganya, yaitu dengan cara membunuhnya. Pelaku sebelum melakukan perbuatanya telah menyiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan untuk membunuh anaknya tersebut. Menurut keterangan pelaku, setelah pelaku membunuh kedua anaknya yang kemudian memutilasi tubuh anak-anaknya menjadi beberapa bagian pelaku berencana untuk membunuh istrinya dan kemudian pelaku akan bunuh diri lalu tubuh keluarga pelaku akan dijadikan satu tmpat pembakaran dengan tubuh pelaku. Namum, istri pelaku dapat menyelamatkan diri dari pelaku dan meminta bantuan kepada tetangga untuk mengamankan pelaku. 	Sebelumnya jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 340 KUHP yang pidananya yaitu pidana penjara seumur hidup. Akan tetapi dalam putusan pengadilan negeri Sintang memutuskan bahwa pelaku tidak dapat dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa.​[43]​ Terdapat sebuah teori mengenai structure personality yang dikemukakan Sigmund Freiud yaitu sebagai berikut :
	Das Es atau Id yang merupakan sifat bawaan seseorang dari sejak lahir
	Das Ich atau ego
	Das Uber Ich atau superego, merupakan bagian moral yang dibentuk dari dunia  luar seperti orang tua, lingkungan sekitar, sekolah, agama dan sebagainya
Oleh karena itu menurut pendapat penulis bahwa tindakan terdakwa yang membunuh kedua anaknya yang bertujuan untuk mensucikan keluarganya merupakan bagian dari das uber ich yang mana moral terdakwa terbentuk dari lingkungan sekitar atau dari kegiatan keagamaan yang dianut oleh terdakwa sehingga mengakibatkan gangguan pola pikir terdakwa yang mengakibatkan terdakwa membunuh kedua anaknya.
3)	Selanjutnya kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat. Kasus ini bermula saat terdakwa fikri yang memiliki hubungan asmara dengan korban Diana Sari, dimana terdakwa pada saat itu sudah memiliki istri.  Istri terdakwa sebelumnya sudah menegur melalui ibu korban supaya korban dan terdakwa tidak menjalin hubungan asmara lagi, akan tetapi teguran itu tidak di indahkan oleh terdakwa dan korban sehingga korban dan terdakwa masih menjalin hubungan dan masih sering bertemu satu sama lain. Hingga pada suatu hari terdakwa memaksa ke istri terdakwa untuk ke Klungkung Bali akan tetapi tidak dengan istri terdakwa melainkan dengan korban. Setelah terdakwa pergi dengan korban, disana terdakwa menyewa kamar kos yang hanya disewa selama satu bulan karena terdakwa berniat untuk kembali kerumah istrinya. Kemudian suatu hari terdakwa bertemu dengan istri terdakwa serta dengan si korban hingga terjadi percekcokan. Setelah kejadian percekckan tersebut kemudian terdakwa selama dua hari tidak pulang kosanya dengan korban ataupun kerumah istrinya. Selama dua hari itu terdakwa berpikir untuk ingin hidup dengan tenang dengan anak dan istrinya. Kemudian terdakwa kembali ke kosannya dan mengetahui korban akan membunuh istrinya kemudian terdakwa mulai membenturkan kepala korban ke dinding kamar kosanya dan mencekik korban dengan menggunakan sebuah kain hingga korban tidak bernyawa. Setelah terdakwa merasa korban tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian sehingga memudahkan korban untuk membuangnya. Putusan pengadilan negeri bahwa terdakwa didakwa dengan pidana penjara seumur hidup.​[44]​
	Dalam kasus ini menurut penulis terdakwa membunuh korban didasari berdasarkan perkataan korban yang mengatakan bahwa korban akan membunuh istri yang masih dicintai terdakwa maka timbulah rasa takut pada diri terdakwa apabila korban benar-benar membunuh istrinya, karena merasa takut akan hal ini maka kemudian terdakwa membunuh korban dan memutilasi korbanya.
	Dari beberapa contoh kasus mutilasi tersebut membuktikan bahwa betapa seriusnya kasus pembunuhan dengan mutilasi ini. Tentunya dikalangan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah mutilasi. Sekarang ini tindak pidana sudah bermacam-macam jenisnya, pelakunya juga tidak hanya dari kalangan menengah kebawah saja akan tetapi tindak pidana juga dapat dilakukan oleh orang-orang dikalangan elit sekalipun. 
	Menurut pendapat dari Bapak Muhamad Amirudin, SH. yang merupakan seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Brebes, pembunuhan yang disertai dengan mutilasi yaitu pembunuhan yang sangat sadis dan biasanya dilakukan untuk menghilangkan barang bukti karena pelaku takut perbuatanya akan diketahui oleh aparat penegak hukum. Pembunuhan disertai dengan mutilasi ini juga biasanya dilakukan disuatu apartemen atau di sebuah rumah yang keadaan disekitarnya cukup lengang. Pada banyak kasus dalam melakukan perbuatanya, pelaku memasukan potongan korbannya kedalam suatu wadah seperti karung atau bahkan kedalam sebuah koper yang telah diberi wewangian sebelumnya guna menyamarkan bau yang menyengat yang ditimbulkan dari potongan tubuh  korban yang kemudian wadah-wadah tersebut disembunyiakan atau dibuang di beberapa tempat yang berbeda guna mempersulit petugas untuk menemukan potongan-potongan tubuh korban. Menurut keterangan dari beliau juga bahwa beberapa faktor-aktor yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatanya yaitu masalah ekonomi, percintaan, dendam dan juga dapat dipengaruhi karena gangguan kejiawaan.  Seperti contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu kasus pembunuhan mutilasi yang terjadi di daerah Kalimantan, dimana pelaku yang merupakan kepala rumah tangga dengan sengaja membunuh kedua anaknya dan juga memutilasi tubuh kedua anaknya tersebut, selain itu juga pelaku berencana untuk membunuh istrinya dan juga berencana untuk membunuh dirinya sendiri. Alasan pelaku melakukan perbuatanya yaitu karena pelaku ingin mensucikan dirinya dan keluarganya, akibatnya dalam persidangan putusan pengadilan memutuskan agar pelaku tidak dipidana melainkan di tempatkan di Rumah Sakit Jiwa. 
	Brigadir Kepala Bapak Andi Febriyanto yang merupakan Ba Penmas Subbaghumas POLRES Tegal menjelaskan bahwa dalam kasus pembunuhan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan misalnya ketika seseorang melakukan penusukan kepada korbanya dengan tidak sadar yang dengan tujuan untuk menakuti korbannya yang kemudian yang terjadi adalah mengakibatkan korban kehilangan nyawanya, kemudian karena faktor dendam pribadi sehingga pelaku membunuh korbanya, faktor ekonomi juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan, biasanya dalam beberapa kasus pembunuhan yang sudah terjadi pelaku sudah membuat rencana terlebih dahulu untuk mempermudah pelaku melakukan pembunuhan terhadap korbanyan. Seperti contoh yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di daerah Banjarnegara dimana pelaku dan korban merupakan pasangan kekasih gelap, dimana pelaku memiliki hutang kepada korban. Hingga pada suatu hari pelaku diminta korban untuk melunasi hutangnya akan tetapi pelaku tidak memiliki cukup uang untuk melunasi hutangnya tersebut, kemudian timbulah niat pelaku untuk membunuh korban, setelah itu pelaku membeli beberapa buah benda tumpul yang akan pelaku gunakan untuk membunuh korban dan beberapa wadah untuk memasukan potongan-potongan tubuh korban. Dari contoh tersebut sudah jelas bahwa pelaku telah merencankan terlebuh dahulu perbuatanya. Menurut pendapat beliau juga dalam beberapa kasus pembunuhan mutilasi berpengaruh terhadap psikologi pelaku, sehingga 
biasanya penyidik dalam mengusut mengenai kasus mutilasi ini melakukan terlebih dahulu pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku. 
		Pembunuhan mutilasi merupakan tindak pidana yang sulit ditentukan. Apabila pelaku melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu maka perbuatan mutilasinyapun telah direncakan terlebih dahulu juga. Namun apabila pelaku melakukan tindak pembunuhan biasa kemudian pelaku merasa takut atau panik perbuatanya akan diketahui oleh orang-orang sekitar kemudian pelaku memutilasi korbanya. Berdasarkan teori penyakit kejiawaan, terdapat dua faktor penyimpangan perilaku, yaitu yang pertama psikopat yang merupakan bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan tidak terorganisasinya diri atau mental penderita. Ciri-ciri dari penderita psikopat ini yaitu ganas, buas, sulit dikendalikan dan melakukan tindakan kejahatan. Yang kedua adalah difect, yaitu individu yang antisosial, jahat dan tidak memahami dan tidak dapat mengendalikan perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang jahat.​[45]​ Terdapat teori mengenai structure personality yang dikemukakan oleh Sigmund Freud yaitu sebagai berikut :
a.	Das Es atau Id merupakan sifat bawaan seseorang sejak lahir atau dapat dikatakan sebagai sifat asli seseorang seperti insting dan nafsu yang memiliki sifat mempunyai dorongan yang kuat terhadap suatu keinginan dan ingin dipenuhi keinginanya tersebut. 
b.	Das Ich atau ego. Ego merupakan perkembangan dari id yang menjadikan seseorang mampu mengatasi realita sehingga seseorang tersebut dapat beradaptasi dengan keadaan sekitar.
c.	Das Uber Ich atau superego. Superego merupakan kekuatan moral dan etika kepribadian seseorang. Superego berhubungan dengan das ich yang merupakan bagian moral yang dibentuk dari dunia luar seperti orang tua, lingkungan sekitar, sekolah, agama dan sebagainya. ​[46]​
		Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana karena hati nurani atau juga superego yang lemah sehingga ego dalam diri seseorang tersebut tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari id dimana id sendiri mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipenuhi. Karena terdapat keterikatan antara tindak pidana dengan keadaan individu penjahat, maka terdapat beberapa teori yang mengemukakan mengapa seseorang melakukan tindakan pidana, yaitu sebagai berikut :​[47]​
a.	Teori Psikis, dalam teori ini dijelaskan bahwa penyebab seseorang melakukan tindak pidana yaitu berkaitan dengan kejiwaan seseorang tersebut.
b.	Teori Psikopat, teori ini tidak menekankan pada mental pelaku akan tetapi teori ini  mencari penyebab seseorang melakukan tindak pidana dari segi kondisi jiwa yang abnormal dari seseorang karena terkadang seseorang tidak sadar atas perbuatan pidana yang telah dilakukanya karena akibat dari gangguan kejiwaanya.
c.	Teori kejahatan sebagai gangguan kepribadian yang dikategorikan sebagai kejahatan yang tanpa mengakibatkan korban (crime without victim). 
		Dari penjelasan diatas maka peneliti simpulkan bahwa hubungan kepribadian dengan tindak pidana dapat dilihat dari segi (structure personality) atau struktur kepribadian antara pelaku tindak pidana dan bukan pelaku tindak pidana. Selain itu juga dapat dilihat dari segi tingkah laku seseorang, apakah seseorang tersebut melakukan tindakan pidana itu dengan kesadaran dari diri pelaku atau pelaku dalam melakukan tindakanya tidak dalam keadaan sadar.
		Terjadinya suatu perbuatan yang melanggar hukum tentunya dilatar belakangi oleh faktor-faktor tertentu. Begitupun bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang disetai dengan memutilasi korbanya, dalam hal ini pelaku mengidap gangguan kejiwaan, sejenis sadism. Pelaku tindak pidana mutilasi ini pada umumnya merasa puas saat melihat korbanya menderita hingga terbunuh. Pembunuhan seperti ini biasanya terjadi setelah pelaku telah merencakan terlebih dahulu perbuatanya tersebut.  Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan terdapat tiga penyebab seseorang melakukan mutilasi terhadap korbanya. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane menyatakan terdapat tiga menyebab kesadisan seseorang melakukan pembunuhan mutilasi, yaitu sebagai berikut :​[48]​
a.	Tersangka begitu merasa sakit hati terhadap korban sehingga ia membunuh korbanyapun dengan cara berbeda pula. Membunuh sajapun bagi pelaku yang telah merasa sakit hati tidak cukup sehingga  kemudian tersangka memutilasi korbanya.
b.	Pelaku merasa panik setelah mengetahui bahwa korbanya telah meninggal, karena pelaku merasa panik kemudian pelaku berusaha supaya dapat menghilangkan jejek pelaku dan juga korbanya yaitu dengan cara memutilasi korbanya sehingga pihak kepolisian sulit untuk mencari keberadaan korban. 
c.	Pelaku memiliki gangguan kejiwaan dimana pelaku tidak sadar dengan apa yang telah dilakukanya, karena ketidak sadaranya itu sehingga pelaku tidak merasa bersalah sama sekali setelah melakukan pembunuhan dan melakukan mutilasi terhadap korbanya.
Setelah mempelajari hal-hal diatas dapat disimpulkan bahwa faktor seseorang melakakukan tindak pidana yaitu karena hati nurani atau supergo yang begitu lemah sehingga ego si pelaku tidak dapat mengontrol dari id yang merupakan bagian kepribadian seseorang yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dapat memenuhinya.
	Seperti contoh kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana  pembunuhan yang memutilasi korbanya. Menurut pendapa penulis bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindakan tersebut antara lain:
1.	Motivasi dari dalam diri pelaku sendiri
a.	Kebutuhan ekonomi yang mendesak
b.	Masalah asmara
c.	Dendam atau sakit hati
d.	Masalah psikologis atau kejiawaan palaku
2.	Motivasi eksternal dari diri pelaku
a.	Faktor lingkungan, lingkungan yang tidak sehat akan menimbulkan perlaku atau kepribadian yang tidak sehat pula pada diri seseorang. Apabila seseorang tinggal dilingkungan yang mayoritas penduduknya sebagai  preman atau pengemis maka seseorang tersebut akan menganggap bahwa mengemis adalah suatu pekerjaan yang dianggap baik atau hal biasa untuk dilakukan. 
b.	Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, dengan pendidikana kita dapat memahami banyak hal, memahami mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Dalam hal pendidikan, peran keluarga sangatlah penting  karena keluarga merupakan dasar dari pembentukan karakter seseorang.
c.	Faktor pergaulan. Sama hal nya dengan faktor lingkungan, apabila seseorang bergaul dengan orang-orang yang jahat maka keadaan seperti itu dapat mempengaruhi diri seseorang tersebut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya.























1.	Kejahatan terhadap nyawa seseorang diatur dalam Kitab Undag-Undang Hukum Pidana pada buku ke II bab XIX Pasal 170 ayat (2) butir 3, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351 ayat (3), 359, dan Pasal 365 ayat (3)  KUHP. 
2.	Adapun faktor penyebab tindak pidana pembunuhan disertai dengan mutilasi antara lain pertama, motivasi dari dalam diri pelaku seperti :
a.	Kebutuhan ekonomi yang mendesak
b.	Masalah asmara
c.	Dendam atau sakit hati
d.	Masalah psikologis atau kejiwaan pelaku
Kedua, motivasi eksternal dari diri pelaku yaitu seperti
a.	Faktor lingkungan
b.	Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan
c.	Faktor pergaulan





1)	Upaya penanggulangan kejahatan dengan mutilasi dapat dilakukan dengan beberapa cara membuat undang-undang atau peraturan yang mengatur khusus mengenai pembunuhan mutilasi. 
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